BAB V
KESIMPULAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Kasasi Bebas Nomor: 773
K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana Acara pemeneriksaan
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara
pidana, seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 141 hukum acara pidana
yang berlaku (KUHAP), kecuali jika Jaksa tidak cermat dalam melakukan
pemberkasan pemisahan atau penggabungan berkas perkara serta
kecermatannya dalam menerapkan unsur Pasal 55 dalam Perkara
penadahan Wilianto Rolex, mengenai kecermatan dalam menerapkan delik
Pasal 55 dan 56 serta pemberkasan splitsing dalam perkara pencurian dan
penadahan yang terhubung satu sama lain  dengan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan tindak pencurian dan penadahan yang terkait satu
sama lainnya

B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Kasasi Bebas
Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana Atas dasar
administrasi pemisahan berkas splitsing oleh Jaksa yang di aplikasikan
dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bandung, maka Kejaksaan
Negeri bandung seharusnya mengajukan Peninjauan kembali (PK) atas
dibebaskannya Wilianto Rolex, namun PK untuk jaksa menurut aturan
SEMA PK Pidana JPU tidak berlaku lagi,. Artinya Jaksa tidak cermat
dalam melakukan administrasi pemberkasan dan membuat dakwaan

dengan delik Pasal 56 KUHP.
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